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Solidaritas Perempuan (SP) didirkan pada tahun 10 Desember 1990. Pada awalnya 
berbadan hukum yayasan, dan pada April 1993 berubah menjadi organisasi 
perserikatan dengan keanggotaan individu baik perempuan dan lakilaki. Per Februari 
2012, SP memiliki 777 anggota berasal dari komunitas akar rumput, aktivis, akademisi 
maupun mahasiswa. 
  
Anggota SP yang tersebar di seluruh Indonesia, bersama-sama merajut kekuatan 
perempuan untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan 
terhadap perempuan dalam berbagai konteks. Selama 23 tahun berdiri, perserikatan 
Solidaritas Perempuan – sebagai organisasi feminis – terus berkomitmen untuk 
bergerak bersama dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dimana perempuan dan 
laki-laki secara setara memiliki akses dan kontrol atas sumber daya politik, ekonomi, 
sosial dan budaya. 
  
Sejak berdiri, Solidaritas Perempuan (SP) telah melakukan kerja-kerja mendorong 
perlindungan hak Buruh Migran Perempuan (BMP) dan anggota keluarganya, termasuk 
perlindungan BMP korban trafficking maupun HIV/Aids. Perlindungan BMP dan 
keluarganya dilakukan melalui berbagai strategi, yaitu Pengorganisasian perempuan, 
Penanganan Kasus BMP dan Keluarganya, Advokasi Kebijakan, dan Kampanye. 
  
Hingga saat ini, SP telah memperkuat BMP dan keluarganya yang tersebar di 5 wilayah 
komunitas SP yaitu Sumbawa dan Mataram (Nusa Tenggara Barat), Palu (Sulawesi 
Tengah), Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Selain itu, SP 
juga memperkuat buruh migran perempuan dan keluarganya dengan bermitra pada 
Solidaritas Buruh Migran Karawang (SMBK) dan Solidaritas Buruh Migran Cianjur 
(SBMC). 
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KATA PENGANTAR  

ndonesia salah satu negara ASEAN,  yang memiliki jumlah buruh migran khususnya 
buruh migran perempuan cukup tinggi.  Salah satu faktor utama meningkatnya jumlah 
buruh migran perempuan tersebut, tidak terlepas pada pola pembangunan patriarkhi 

yang merampas sumber-sumber kehidupannya  dan pada akhirnya semakin memperkuat 
feminisasi pemiskinan perempuan. 
 
Negara ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, merupakan sebahagian 
negara yang menjadi tujuan bagi Buruh Migran Perempuan untuk bekerja, dan sebahagian 
besar bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).  Salah satu alasan buruh migran 
bekerja di Negara ASEAN, adalah faktor kesamaan budaya, bahasa dan agama, serta letak 
geografis yang dekat dengan Indonesia. Namun demikian, faktor tersebut tidak menjamin 
perlindungan hak buruh migran perempuan.  Berdasarkan catatan BNP2TKI, selama 2012 
sedikitnya ada 6.364 kasus Buruh Migran bermasalah di negara ASEAN. Jumlah itu tersebar 
di Taiwan dengan 2.652 kasus, Singapura 1959 kasus, Hongkong 995 kasus, Malaysia 570 
kasus, Brunei Darussalam 165 kasus, Macao SAR 18 kasus, Korea empat kasus, dan Jepang 
satu kasus.  
 
Fakta tersebut mendorong untuk adanya Kerangka Instrumen ASEAN bagi perlindungan 
hak buruh migran dan keluarganya. Namun, hampir tujuh tahun, kerangka instrumen 
tersebut belum terbentuk. Salah satu tantangannya adalah sebahagian negara ASEAN tidak 
menyepakati kerangka tersebut menjadi legally binding dan memuat perlindungan bagi 
buruh migran tak berdokumen.  
 
Padahal melihat situasi kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran perempuan di 
negara ASEAN, menjadi landasan bahwa pentingnya kerangan Instrumen ASEAN ini 
menjadi legally binding, sehingga negara-negara ASEAN memiliki kewajiban untuk 
perlindungan hak buruh migran dan keluarganya.  
 
Hasil pemetaan yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan di 6 Komunitas (Karawang, 
Mataram, Sumbawa, Kendari, Makassar, dan Palu) bersama buruh migran perempuan dan 
keluarganya, menunjukkan bahwa kekerasan dan pelanggaran hak masih tinggi terjadi di 
setiap tahapan migrasi (pra keberangkatan, keberangkatan, penempatan, dan kepulangan). 
Ini semakin menguatkan dorongan untuk penting perlindungan terhadap buruh migran 
perempuan dan keluarganya, baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen.  
 
Solidaritas Perempuan berharap, dokumen hasil pemetaan ini yang berdasarkan 
pengalaman buruh migran selama bekerja di Negara ASEAN, dapat memperkuat dan pada 
akhirnya dapat mempercepat pembahasan Kerangka Instrumen ASEAN yang legally 
binding untuk perlindungan hak buruh migran, khususnya buruh migran perempuan, baik 
yang berdokumen maupun  tidak berdokumen.  
 
Wahidah Rustam  
 
Ketua Badan Eksekutif Nasional  
Solidaritas Perempuan  
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I. PENGANTAR 

 
A. Latar Belakang 
 
Setiap tahunnya, ratusan ribu Warga Negara Indonesia bermigrasi untuk bekerja 
menjadi buruh migran. Mayoritas dari mereka adalah perempuan, yaitu 
diperkirakan sebanyak 72% dari jumlah total Buruh Migran Indonesia BMI). Dari 
seluruh Buruh Migran Perempuan (BMP) tersebut, 92% diantaranya  bekerja 
sebagai PRT.1 BMI Buruh Migran Indonesia, bekerja di berbagai Negara di dunia, 
termasuk Negara-negara ASEAN. Berdasarkan data BNP2TKI, Malaysia merupakan 
Negara tujuan dengan jumlah BMI terbanyak kedua, setelah Arab Saudi.2 Tak hanya 
Malaysia, Singapura, Brunnei Darussalam, dan Thailand juga menjadi Negara 
tujuan BMI, termasuk Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga (BMP 
PRT). Mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Karawang, 
Sumbawa, Mataram, Kendari, Makassar, dan Palu. 
 
Tingginya angka BMI yang bekerja di Negara-negara anggota ASEAN, disertai 
dengan tingginya kasus kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran. 
Berdasarkan catatan BNP2TKI, selama 2012 sedikitnya ada 6.364 kasus TKI 
bermasalah. Jumlah itu tersebar di Taiwan dengan 2.652 kasus, Singapura 1959 
kasus, Hongkong 995 kasus, Malaysia 570 kasus, Brunei Darussalam 165 kasus, 
Macao SAR 18 kasus, Korea empat kasus, dan Jepang satu kasus.3  
 
Tingginya angka kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran, mendorong  
berbagai pihak terutama negara ASEAN untuk adanya sebuah mekanisme dan 
kebijakan ASEAN yang komprehensif melindungi hak buruh migran dan 
keluarganya. Dorongan tersebut kemudian berhasil menghasilkan Deklarasi 
ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran yang 
ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada 13 Januari 2007. Poin 22 
Deklarasi yang ditandatangani di Cebu, Filipina tersebut menugaskan badan-badan 
ASEAN yang terkait untuk menindaklanjuti Deklarasi dan mengembangkan 
instrumen ASEAN tentang perlindungan dan promosi hak-hak buruh migran. 
Sayangnya, setelah tujuh tahun instrumen yang seharusnya menjadi standar 
regional bagi perlindungan buruh migran masih belum selesai dibahas.  
Panjangnya pembahasan instrumen ini, serta berbagai perdebatan yang terjadi 
menunjukan perlindungan buruh migran belum menjadi prioritas bagi Negara-
negara ASEAN.  

                                                           
1 Data ILO IPEC dalam Buku Bunga-Bunga di Atas Cadas, Terbitan ILO IPEC 2003 
2 Data Penempatan Per Tahun Per Negara (50 Besar Negara Penempatan) BNP2TKI tahun 2006-2012 
http://www.bnp2tki.go.id/statistik-penempatan/6756-penempatan-per-tahun-per-negara-2006-2012.html 
3 http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7548-pemerintah-belum-cabut-moratorium-tki-plrt-ke-
malaysia.html 

http://www.bnp2tki.go.id/statistik-penempatan/6756-penempatan-per-tahun-per-negara-2006-2012.html
http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7548-pemerintah-belum-cabut-moratorium-tki-plrt-ke-malaysia.html
http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7548-pemerintah-belum-cabut-moratorium-tki-plrt-ke-malaysia.html
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Proses penyusunan Kerangka Instrumen ASEAN selama tujuh tahun (2007-2014) 
belum menemukan hasil. Berbagai perdebatan di dalam pembahasan, terutama di 
antara negara asal dan negara tujuan buruh migran mengakibatkan Instrumen 
yang diharapkan mampu melindungi buruh migran di ASEAN tersebut belum 
terwujud. Perdebatan yang kerap muncul mengenai bentuk Instrumen, 
diantaranya persoalan legally binding serta cakupan perlindungan yang hanya 
dibatasi pada buruh migran berdokumen. Sementara beberapa pemimpin negara 
ASEAN belum sepakat dengan perlindungan terhadap buruh migran yang tidak 
berdokumen.  
 
Walaupun terdapat beberapa negara ASEAN yang mendukung instrumen ASEAN 
bagi perlindungan buruh  migran dan keluarganya, untuk legally binding dan 
perlindungan terhadap buruh migran yang tidak berdokumen, namun  juga masih 
terdapat negara yang belum mendukung bahkan tidak setuju. Ini menjadi 
tantangan khususnya bagi BMP dan keluarganya dalam perlindungan haknya. 
Dinamika dalam setiap negosiasi yang terjadi antar negara ASEAN mengakibatkan 
proses untuk lahirnya Instrumen ASEAN bagi perlindungan buruh migran menjadi 
terhambat.   
 
Padahal berbagai upaya untuk mendorong instrumen tersebut dilakukan oleh 
masyarakat sipil, termasuk Solidaritas Perempuan, diantaranya Civil Society 
Proposal untuk ASEAN Framework Instrument on the Protection and Promotion of 
the Right of Migrant Worker, dan Jakarta Recommendation On Engendering The 
Asean Framework Instrument On The Protection And Promotion Of The Rights Of 
Migrant Workers. Tidak hanya itu, berbagai fakta tentang kekerasan dan 
pelanggaran hak buruh migran dan keluarga yang bekerja di negara ASEAN juga 
terus disampaikan dalam berbagai forum ASEAN. Diantaranya ACMW, ACWC, dan 
AICHR.  
 
Namun demikian, pembahasan terhadap Kerangka Instrumen ini bersifat tertutup, 
bahkan dokumen rancangan yang sudah ada dilabeli dengan status rahasia, 
sehingga masyarakat sipil dan buruh migran tidak bisa mengakses dokumen 
tersebut. Tentu saja, hal ini sangat menyulitkan bagi buruh migran dan 
keluarganya, termasuk masyarakat sipil untuk mendapatkan informasi terhadap 
Kerangka Instrumen ini. Padahal penting bagi negara ASEAN untuk mendengarkan 
secara langsung pandangan dari buruh migran dan keluarganya, serta masyarakat 
sipil terhadap situasi buruh migran yang bekerja di ASEAN, sebagai bahan dalam 
menyusun Kerangka Instrumen ini.  
Upaya menyuarakan situasi dan kondisi buruh migran dan keluarganya yang 
bekerja di negara ASEAN, juga dilakukan di Indonesia. Di Indonesia, Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan leading sector sekaligus drafting team 
yang mewakili Indonesia dalam proses penyusunan Kerangka Instrumen ini. 
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Suara-suara BMP khususnya dan keluarganya yang mengalami kekerasan dan 
pelanggaran haknya disampaikan secara langsung kepada perwakilan Indonesia 
sebagai pertimbangan bagi perwakilan Indonesia dalam menyusun Kerangka 
Instrumen, meskipun sampai saat ini belum ada suatu dokumen pun yang 
memperlihatkan persoalan kekerasan dan pelanggaran buruh migran di ASEAN 
secara komprehensif.  
 
B. Tujuan Pemetaan 
Pemetaan ini secara keseluruhan ditujukan untuk pengumpulan data dan informasi 
situasi dan kondisi BMP dan keluarganya yang bekerja di negara ASEAN, sebagai 
landasan dalam mendorong Kerangka Instrumen ASEAN bagi perlindungan buruh 
migran dan keluarganya.  
 
Adapun tujuan pemetaan ini dilakukan, antara lain: 

1. Menggali pengalaman dan pengetahuan buruh migran yang pernah bekerja 
di Negara ASEAN mengenai situasi kerja dan jaminan hak mereka sebagai 
buruh migran 

2. Menyusun sebuah gambaran komprehensif mengenai situasi dan persoalan 
yang dialami buruh migran di Negara-negara ASEAN 

3. Menyusun rekomendasi untuk mendorong Perlindungan buruh migran di 
wilayah ASEAN, khususnya melalui Kerangka Instrumen ASEAN untuk 
Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran.  
 

C. Proses Pemetaan 
Proses pemetaan ini dilakukan selama dua bulan (Februari-Maret) di enam 
wilayah buruh migran di Indonesia, yaitu Karawang, Palu, Kendari, Makassar, 
Sumbawa, dan Mataram, dengan melibatkan calon maupun mantan BMP dan 
keluarganya yang bekerja di negara ASEAN. Pemetaan dilakukan dengan berbagai 
pendekatan, mulai penyebaran kuisioner, Focus Group Discussion dan wawancara, 
dimana melibatkan 91 orang (BMP dan keluarganya) dalam pengisian kuisioner, 
84 orang melalui Focus Group Discussion, dan 28 orang melalui wawancara. 
Responden dan narasumber merupakan BMP dan keluarga Buruh Migran yang 
memiliki pengalaman bekerja di Negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei 
Darussalam, dan Singapura. Mayoritas narasumber dan responden bekerja di 
Negara-negara ASEAN sebagai pekerja rumah tangga, namun juga terdapat 
responden dan narasumber yang bekerja di perkebunan, dan pabrik. 
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II. SITUASI BURUH MIGRAN PEREMPUAN DAN KELUARGANYA  
    DI INDONESIA 
 

Hilangnya sumber-sumber kehidupan akibat kebijakan maupun program 
pemerintah serta berbagai intervensi pihak lain, baik negara maju, perusahaan 
multinasional, termasuk lembaga keuangan internasional (World Bank, ADB, dan 
sebagainya), menjadi salah satu faktor meningkatnya arus migrasi. Berbagai 
kebijakan ekonomi dan pembangunan berdampak pada penggusuran paksa, dan 
perampasan lahan milik masyarakat. Atas nama investasi, tanah-tanah pertanian 
dialihkan menjadi pabrik, perkebunan kelapa sawit, ataupun produk-produk 
mentah lainnya, yang pengolahannya tidak dilakukan di Indonesia. Hal ini tentunya 
mengakibatkan banyak petani kehilangan sumber ekonomi, dan secara 
keseluruhan mencerabut akses dan kontrol masyarakat, laki-laki dan perempuan, 
terhadap sumber-sumber penghidupan.  
 
Di sisi lain, perkembangan ekonomi dunia menghasilkan kebutuhan pasar tenaga 
kerja di Negara-negara maju terutama untuk sektor-sektor informal seperti 
pekerja rumah tangga, yang mayoritas dilakukan perempuan. Konstruksi budaya 
dan gender yang selama ini berlaku menempatkan pekerjaan domestik sebagai 
pekerjaan dan tanggung jawab perempuan. Pada akhirnya, situasi pemiskinan dan 
hilangnya akses dan kontrol terhadap sumber-sumber penghidupan menyebabkan 
perempuan dihadapkan pada keterdesakan untuk kemudian terpaksa bekerja 
sebagai PRT migran di luar negeri sebagai strategi untuk bertahan hidup. Data 
pemerintah mencatat peningkatan jumlah buruh migran dimana pada 2011, 
pemerintah mencatat terdapat 581.081 orang, sementara pada tahun 2012 
meningkat sebanyak 3,8-4 Juta penduduk Indonesia menjadi  buruh migran4, 
dimana sebagian besar adalah perempuan dengan profesi sebagai pekerja rumah 
tangga.5  
 
Selain menempati jumlah terbesar dari seluruh Buruh Migran lainnya, BMP PRT 
juga menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak. 
Hingga Juni 2012,  terdapat lebih dari 1.000 buruh migran yang mengalami 
kekerasan dan pelanggaran hak6, yang sebagian besar dialami oleh BMP. 
Kekerasan dan pelanggaran hak juga dialami oleh keluarga buruh migran yang 
memperjuangkan hak mereka, seperti hak atas informasi, hak berkomunikasi 
dengan sesama buruh migran, ataupun pihak lainnya, dan sebagainya. Tingginya 
angka kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami perempuan, membuktikan 

                                                           
4 http://news.liputan6.com/read/470544/ilo-4-juta-buruh-migran-bekerja-di-luar-negeri-sepanjang-2012  
5 Data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo BNP2TKI), menunjukkan tahun 2012, terdapat 
494.609 BMI (pr : 279.784 jiwa, lk : 214.825 jiwa)  
6 Data Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI, Juni 2012.  

http://news.liputan6.com/read/470544/ilo-4-juta-buruh-migran-bekerja-di-luar-negeri-sepanjang-2012


[5] 

 
Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak  Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Negara ASEAN 

 

bahwa BMP hanya dilihat sebagai komoditas, sehingga kekerasan dan penindasan 
yang dialami BMP dan keluarganya, tidak dilihat sebagai persoalan serius.   
Buruh Migran Perempuan, terutama yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga 
juga rentan terhadap trafficking dan HIV AIDS. International Organization of 
Migration (IOM) Indonesia, sejak Maret 2005 hingga Desember 2011, menangani 
4067 kasus Trafficking. 3,942 kasus trafficking diantaranya menimpa warga 
negara Indonesia. Masih berdasarkan catatan IOM, mayoritas korban trafficking 
dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), yaitu sebanyak 53,33%. 
Sementara, data Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja 
Indonesia (HIPTEK) menunjukkan adanya peningkatan dalam prosentase buruh 
migran yang terinfeksi HIV/AIDS. 
 
Padahal setiap tahunnya, BMI mengirimkan remitansi lebih dari 6 Milliar USD. 
Sementara sejak tahun 2006-2010, Remitansi yang dikirimkan oleh BMI 
memberikan kontribusi sebanyak 0,98%-1,57% dari Gross Domestic Product 
(GDP). Bahkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) juga melansir data terbarunya  melalui berbagai media, 
bahwa dari enam juta buruh migran jumlah remitansi atau pengiriman uang ke 
keluarga masing-masing mencapai total Rp100 triliun/tahun. Angka tersebut 
setara dengan USD 10,2 Miliar, yang artinya terjadi peningkatan jumlah remitansi 
dari tahun ke tahun7.  
 
Tidak dipungkiri bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah 
penting dalam upaya perlindungan hak buruh migran pada tahun 2012, yaitu 
ratifikasi Konvensi Migran 1990 melalui UU. No. 6 tahun 2012, yang mencakup 7 
komponen perlindungan; (1) Hak Asasi Fundamental bagi pekerja migran dan 
keluarganya, (2) Informasi pra-keberangkatan, (3) peraturan dan pengawasan 
perekrutan, (4) perlindungan di luar negeri, (5) Remitansi, (6) Kepulangan dan 
Reintegrasi, dan (7) Bantuan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan.  
 
Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi CEDAW sejak tahun 1984. Instrumen 
internasional ini juga dapat menjadi referensi utama bagi perlindungan hak-hak 
pekerja migran. Komite CEDAW telah mengeluarkan rekomendasi umum CEDAW 
No. 26 mengenai Buruh Migran Perempuan (2008) dan Concluding Comment 
CEDAW (2012), yang memandatkan serangkaian kewajiban Negara untuk lebih 
melindungi BMP. 
 
Namun demikian, langkah-langkah tersebut belum disertai realisasi dan tindak 
lanjut konkret sehingga langkah-langkah yang telah diambil belum terasa 
manfaatnya oleh buruh migran dan keluarganya. Perkembangan peraturan ini 

                                                           
7 http://www.antaranews.com/berita/294608/menakertrans–tki-informal-dihentikan-bertahap-2012-2017.  

http://www.antaranews.com/berita/294608/menakertrans%E2%80%93tki-informal-dihentikan-bertahap-2012-2017
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beserta mekanisme pelaksanaannya juga belum terinformasi kepada publik, 
terutama kepada buruh migran. Ratifikasi Konvensi Migran 1990 merupakan 
sebuah langkah bagi perlindungan buruh migran. Namun langkah tersebut barulah 
langkah awal, yang perlu dilanjutkan dengan berbagai langkah lainnya, termasuk 
harmonisasi kebijakan perlindungan buruh migran di Indonesia.   
 
Saat ini, kebijakan nasional mengenai buruh migran masih menggunakan UU No. 
39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri (PPTKILN). UU ini pada kenyataannya tidak cukup melindungi hak-hak 
BMP dan keluarganya. UU ini justru melanggengkan pengabaian hak-hak asasi BMP 
dan mengandung banyak pasal-pasal diskriminatif bagi BMP serta menempatkan 
mereka pada posisi rentan akan kekerasan dan eksploitasi.   
 
Keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap agenda liberalisasi buruh migran 
juga terlihat terlihat dari road map mengenai Zero Domestic Workers. kebijakan 
yang dilahirkan pemerintah. Pada Januari 2012 tersebut menargetkan penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik (PRT) ke luar negeri secara 
bertahap akan dihentikan hingga mencapai titik nol (zero) pada tahun 2017. 
Penghentian bertahap tersebut sudah dimulai sejak awal 20128.  
 
Kemenakertrans bahkan mengklaim bahwa selama 2012 sudah berhasil mencegah 
penempatan TKI informal sebanyak 50%.   Dari jumlah penempatan TKI selama 
2012 sebanyak 494.609 orang itu ternyata lebih banyak TKI sektor formal yakni 
sebanyak 258.411 orang dibandingkan (domestic worker) atau penata laksana 
rumah tangga yakni sebanyak 236.198 orang. Padahal, berdasarkan data 
Kemenakertrans 2011, jumlah TKI formal meningkat hingga 264.756 orang 
(45,56% dari total penempatan TKI), sedangkan jumlah TKI informal sebanyak 
316.325 orang (54,44%). Pada 2010, jumlah penempatan TKI formal hanya 259. 
229 orang (30,14% dari total penempatan TKI), sedangkan jumlah penempatan 
informal 600.857 orang (69,86%). 
 
Kebijakan Road map Zero Domestic Worker telah melanggar hak asasi manusia 
untuk bermigrasi memperoleh pekerjaan, pelanggaran atas Prinsip Umum  yang 
diatur pasal 1 Konvensi Migran 1990, yaitu prinsip non diskriminasi. Roadmap 
juga telah melanggar hak buruh migran yang di jamin  Bagian III Konvensi  
mengenai Hak Asasi seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, yaitu Hak 
untuk meninggalkan suatu Negara termasuk negaranya sendiri maupun untuk 
kembali (pasal 8), serta melanggar CEDAW karena merupakan bentuk pembatasan 

                                                           
8 Hasil Study Remittansi Solidaritas Perempuan – Caram Asia, 2012  
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hak perempuan untuk bermigrasi sehingga mengancam sumber pendapatan buruh 
migran perempuan dan keluarganya9. 
 
Apalagi, migrasi yang terjadi adalah migrasi terpaksa yang diakibatkan 
ketidakmampuan negara menyediakan lapangan pekerjaan, dan hilangnya sumber-
sumber kehidupan dan sumber mata pencaharian. Ketidakmampuan Negara dalam 
menjamin kesejahteraanlah yang mengakibatkan masyarakat terutama perempuan 
bekerja ke luar negeri dan harus mengalami kerentanan terhadap berbagai bentuk 
kekerasan dan pelanggaran hak.  
  
Tidak ada langkah komprehensif juga terlihat pada perlindungan buruh migran 
yang bekerja di Negara ASEAN, terutama Malaysia dan Singapura merupakan dua 
dari Negara-negara tujuan Buruh Migran Perempuan Indonesia yang bekerja di 
sektor rumah tangga. Berdasarkan data BNP2TKI, jumlah buruh migran yang 
bekerja di Negara ASEAN adalah sebagai berikut.  
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah 

Malaysia 219,658 222,198 187,123 123,886 116,056 134,108 46,296 1,049,325 

Singapore 28,661 37,496 21,807 33,077 39,623 a47,781 20,430 228,875 

Brunei 

Darussalam 
8,482 5,852 3,861 4,785 7,360 10805 5,703 46,848 

Thailand - - - 9 1 1113 426 1,549 

Vietnam - - - - - 337 179 516 

 
Data di atas tentunya tidak termasuk jumlah buruh migran yang tidak 
berdokumen.  Kondisi geografis antar Negara ASEAN yang dekat dan memiliki 
perbatasan darat merupakan potensi atau peluang untuk terjadinya trafficking 
sehingga jumlah Buruh Migran tidak terdata. Selain kondisi geografis yang dekat, 
Negara-negara ASEAN juga menjadi Negara favorit bagi buruh migran karena 
budaya, dan bahasa yang relatif sama.  
 
Sayangnya, kesamaan budaya dan bahasa tidak menjamin perlindungan bagi buruh 
migran perempuan. Angka kekerasan dan pelangaran hak Buruh Migran di Negara-

                                                           
9 http://saveoursisterssp.wordpress.com/2013/03/11/gats-mode-4-liberalisasi-buruh-dan-peminggiran-prt-
migran/  

http://saveoursisterssp.wordpress.com/2013/03/11/gats-mode-4-liberalisasi-buruh-dan-peminggiran-prt-migran/
http://saveoursisterssp.wordpress.com/2013/03/11/gats-mode-4-liberalisasi-buruh-dan-peminggiran-prt-migran/
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negara ASEAN juga tinggi.  Data BNP2TKI menyatakan, “selama 2012 sedikitnya ada 
6.364 kasus TKI bermasalah. Jumlah itu tersebar di Taiwan dengan 2.652 kasus, 
Singapura 1959 kasus, Hongkong 995 kasus, Malaysia 570 kasus, Brunei 
Darussalam 165 kasus, Macao SAR 18 kasus, Korea empat kasus, dan Jepang satu 
kasus.”  
 
Kementerian Luar Negeri mencatat setidaknya terdapat 4532 kasus  pada  2010 
dengan kasus tertinggi  di Malaysia. Sementara, sejak Maret 2005 hingga 
Desember 2011, International Organization of Migration (IOM) Indonesia 
menangani 4067 kasus Trafficking. 3,942 kasus di antaranya menimpa warga 
negara Indonesia, dengan 87.94 % dari kasus Trafficking tersebut terjadi di 
Malaysia.  
 
Perlindungan buruh migran di Negara-negara ASEAN masih sangat lemah. Meski 

banyak Negara ASEAN yang menjadi Negara asal maupun tujuan buruh migran, 

namun baru Indonesia dan Filipina yang sudah meratifikasi Konvensi Migran PBB 

1990. Sementara untuk Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT, sampai 

saat ini Indonesia belum meratifikasinya. Hanya Filipina merupakan satu-satunya 

Negara di Asia Tenggara yang sudah meratifikasi Konvensi tersebut.  

Perjanjian ataupun Memorandum of Understanding (MoU) yang mengikat dua 

Negara pun tidak mampu memberikan perlindungan bagi buruh migran dan 

anggota keluarganya. Karena itu, penting untuk adanya satu standar perlindungan 

regional yang benar-benar menjamin perlindungan seluruh buruh migran dan 

anggota keluarganya tanpa diskriminasi.  
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III. BURUH MIGRAN PEREMPUAN DAN KELUARGA MENGALAMI 
KEKERASAN DAN PELANGGARAN DI SELURUH TAHAPAN MIGRASI  

 
Pemetaan situasi kekerasan dan pelanggaran hak BMP dan keluarganya 
dilakukan dengan melibatkan BMP dan keluarganya selama 2 (dua) bulan, 
dimana pemetaan tersebut melihat situasi BMP dan keluarganya pada setiap 
tahapan migrasi, yaitu tahap pra keberangkatan, penempatan, dan kepulangan.  
 

 
 

A. Tahap Pra Pemberangkatan 
Kekerasan dan pelanggaran hak BMP dan Keluarganya kerap terjadi ketika 
tahap pra keberangkatan. Pada tahap pra keberangkatan, pemetaan dilakukan 
pada berbagai aspek situasi perempuan, mulai dari alasan perempuan menjadi 
buruh migran perempuan, termasuk mengapa memilih negara ASEAN, proses 
perekrutan, biaya berangkat, dan aspek pendidikan dan pelatihan bagi BMP.  

 
1. Alasan Bekerja di Luar Negeri 
 
Mayoritas BMP bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara ASEAN 
(Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura) didorong oleh faktor ekonomi 
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untuk kehidupan yang lebih baik. Tidak adanya lapangan pekerjaan dan sumber 
daya yang dapat dikelola menjadi alasan perempuan untuk bekerja di luar 
negeri. Selain sebagai pekerja rumah tangga, juga terdapat BMP yang bekerja di 
perkebunan, buruh bangunan, dan pabrik. Karena keterdesakan ekonomi, 
sebahagian menjadi BMP untuk mencari modal usaha, mencari penghasilan 
sendiri, membangun rumah, dan membayar utang. Namun ada juga yang 
bekerja di luar negeri untuk menambah pengalaman dan ingin sukses di masa 
muda. 

 
“Faktor ekonomi, kalau misalkan di sini tercukupi ya tidak pergi ke luar negeri,” 

Ita, Karawang.  
 

“Setelah gajian saya simpankan untuk anak dan saya kirim untuk biaya 
hidup dan bayar uang sekolahnya karena bapaknya tidak pernah lagi 

membiayai hidup kami”. Rianis Sinai, mantan BMP asal Malaysia sebagai 
buruh Pabrik Sepatu di Kilang Shoes. 

 
Latar belakang pendidikan BMP menjadi salah satu faktor untuk bekerja sebagai 
pekerja rumah tangga. Meskipun tidak semua daerah memperhatikan latar 
belakang pendidikan, seperti di Sumbawa, dimana faktor pendidikan tidak 
menjadi alasan mereka untuk memilih bekerja sebagai PRT. Pilihan menjadi 
PRT dikarenakan lapangan pekerjaan di PT yang merekrut hanya PRT, sehingga 
BMP tidak memiliki pilihan selain menjadi PRT di luar negeri. Sebahagian besar 
diantara mereka adalah tamatan Sekolah Menengah Atas. Bahkan salah satu 
diantara mereka ada yang pendidikannya Diploma I. 

 
Sementara di Karawang, buruh migran yang terlibat di dalam pemetaan 
mengatakan bahwa faktor pendidikan menjadi faktor yang mendorong mereka 
untuk menjadi Pekerja Rumah Tangga di Luar Negeri. Banyak di antara mereka 
yang tidak tamat sekolah dan memiliki ijazah sehingga tidak bisa mengakses 
pekerjaan di pabrik-pabrik yang ada di Karawang. 

 
“Karena pendidikan, kalau di sini kan ijazah segala macam harus ada,”  

Sri, Karawang 
 

2. Alasan Memilih Negara – Negara  ASEAN 
Mayoritas BMP memilih negara-negara ASEAN sebagai tempat bekerja, dengan 
berbagai alasan, yaitu : (a) kesamaan bahasa, adat istiadat dan agama, (b) jarak 
yang dekat dengan Indonesia, mudah dijangkau, bahkan bisa menggunakan 
kapal laut, (c) anggapan  bahwa wilayah ASEAN relatif aman dan kondusif, dan 
(d) proses yang dinilai mudah dimana  pengurusan visa yang cepat dan proses 
penempatan yang mudah. 
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Pengalaman salah seorang buruh migran bahwa mereka bisa bekerja di Negara 
ASEAN sebagai buruh migran hanya mengandalkan paspor biasa (paspor 
pelancong) bukan paspor bekerja. Situasi ini, juga dapat menjadi salah satu 
faktor terjadinya trafficking bagi BMP.  

 
3. Proses Rekruitmen 
Mayoritas BMP tidak mendapatkan informasi yang jelas dan memadai mengenai 
ketersediaan lapangan kerja di ASEAN dari Pemerintah. Dengan kata lain, 
pemerintah tidak menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat. Buruh 
migran justru mendapat informasi ketersediaan lapangan kerja, termasuk 
tentang majikan, dari tetangga, teman dan anggota keluarga yang sudah terlebih 
dahulu bekerja di negara ASEAN. 

 
Dalam proses rekruitmen, buruh migran kerap berkomunikasi langsung dengan 
calo/sponsor. Calo/sponsor itu biasanya mereka kenal karena sudah biasa 
menjadi calo/sponsor untuk buruh migran dari kampung mereka. Beberapa 
calo bahkan merupakan anggota keluarga buruh migran. Calo/sponsor itulah 
yang kemudian menemani diperjalanan sampai di negara tujuan tanpa harus 
menyiapkan uang dan dokumen lainnya, transport dan biaya perjalanan 
menjadi tanggung jawab calo/sponsor tersebut. Proses keberangkatan dan 
pengurusan dokumen dilakukan oleh calo atau sponsor. Keinginan untuk buruh 
migran berangkat hanya diajak oleh salah seorang calo yang memberikan 
iming-iming gaji yang tinggi, tapi kemudian mendapatkan potongan gaji dengan 
persentase beragam serta tidak mendapatkan gaji sesuai dengan yang 
dijanjikan. Biaya pengurusan dokumen dibebankan pada gaji buruh migran atau 
dengan kata lain mendapat potongan dengan persentase yang beragam.  

 
Namun, juga banyak di antara buruh migran yang tidak berangkat melalui PT. 
Hal ini biasanya terjadi pada buruh migran yang memiliki keluarga atau kenalan 
mereka yang sudah terlebih dahulu berangkat ke luar negeri. Dalam kasus ini, 
mereka diberangkatkan tanpa menggunakan dokumen yang benar (visa turis), 
serta tanpa mendapatkan pelatihan dan pendidikan.  

 
“Saya di Malaysia dibawa oleh saudara. Langsung dibawa jalan darat lewat 

Batam. Di sana ditunggu oleh orang lain, dan dibawa ke majikan, visanya cuma 
sebulan, visa pelancong”  

Warjem Mantan BMP Malaysia asal Karawang. 
 

Rekruitmen dan keberangkatan buruh migran melalui PT maupun tidak melalui 
PT, keduanya tidak menjamin hak-hak mereka terpenuhi. Mereka mengatakan 
bahwa ketika ditampung di PT mereka hanya diajari mengerjakan pekerjaan 
rumah tangga. Sementara pengetahuan spesifik seperti hak-hak buruh migran, 
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ataupun hukum serta budaya di negara tujuan tidak mereka dapatkan. Selain 
itu, mereka pun mengalami kekerasan psikis, seperti dimarah-marahi oleh 
sponsor.   
 
4. Biaya Keberangkatan Yang Beragam. 
Keberangkatan melalui sponsor atau calo juga berdampak pada besaran biaya 
yang harus dikeluarkan oleh calon buruh migran. Calon buruh migran tidak 
mendapatkan informasi dengan jelas dan pasti, berapa seharusnya biaya yang 
ditanggung oleh buruh migran untuk keberangkatan. Banyak di antara mereka 
yang harus membiayai sendiri keberangkatannya. Rata-rata biaya yang 
dikeluarkan oleh buruh migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga pun 
bervariasi, mulai Rp1 juta sampai Rp4 juta. Sementara bagi calon buruh migran 
yang bekerja disektor formal mengeluarkan biaya sekitar Rp. 3.000.000,- untuk 
pengurusan dokumen keberangkatan. Biaya tersebut mencakup biaya 
transportasi dan pengurusan dokumen.   

 
Pengalaman lain yang dialami adalah mereka tidak harus membayar biaya 
apapun ketika proses rekruitmen dan pemberangkatan. Namun setelah sampai 
di negara tujuan bekerja, mereka mengalami pemotongan gaji sebanyak 3 
sampai 5 bulan, bahkan ada juga pemotongan gaji yang sampai 8  bulan, bahkan 
hingga 2 tahun oleh PT atau calo/sponsor.  

 
“Ijen (calo) memberitahu saya bahwa selama bekerja, gaji saya akan dipotong 

selama 3 bulan kerja”   
Diah Handayani, mantan BMP asal Malaysia sebagai PRT. 

 
 

“Untuk biaya keberangkatan, saya menyetorkan uang sejumlah Rp. 3.000.000 
kepada sponsor,”  

 Ramlah-Mantan BMP Malaysia-Berare. 
 
 

“ Selama 2 tahun kerja, saya tidak pernah terima gaji, nanti habis kontrak dan 
saya sudah ingin pulang ke Indonesia, majikan beri saya uang 1,5 Juta untuk 

pertama kalinya.” 
 (Wa Lina, mantan BMP-PRT asal Malaysia) 

 
Besarnya biaya keberangkatan mengakibatkan calon buruh migran seringkali 
terjebak hutang, karena harus meminjam uang kepada tetangga, saudara, atau 
rentenir sebelum berangkat. Pada umumnya, mereka harus mebayar dua kali 
lipat dari uang yang dipinjam sebelumnya.  
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“Kalau kita pinjam dua jut,a ya bayarnya 4 juta.” Eni Karawang 

“Utangnya satu juta, tapi bayarnya dua juta, Terus kalau tidak bisa bayar utang, 
rumahnya diambil katanya.”  Rohmayani, Mataram 

 
5. Pendidikan dan Pelatihan 
Bagi calon buruh migran yang berangkat melalui PT, mereka mendapatkan 
pendidikan oleh PT sebelum berangkat. Materi pelatihan, antara lain, bahasa, 
cara menggunakan peralatan rumah tangga modern, cara kerja, mencuci, 
setrika, masak, serta cara merawat bayi dan merawat orang jompo.  

 
Beberapa hal-hal penting dibawah ini, juga disampaikan pada Pembekalan 
Akhir Pemberangkatan (PAP) walaupun memang masih sepintas seperti 
informasi tentang : 
a. Kewajiban buruh migran, sementara materi mengenai hak – hak buruh 

migran sangat sedikit diinformasikan. 
b. Kantor Perwakilan RI di Negara Tujuan dan kantor agen 
c. Pencegahan penyakit menular seksual / HIV (disatukan dengan materi 

narkoba selama satu jam) 
 

“Karena pekerjaan saya mencuci POKKO (pohon sawit yang dibersihkan) maka 
saya dilatih cara mencuci POKKO, cara memegang parang, dan cara mencabut 

rumput yang tumbuh disekitaran pohon sawit di tempat saya bekerja” 
Ibu Rianis Sinai, mantan BMP di Negara Malaysia sebagai buruh pabrik sepatu 

di Kilang Shoes. 
 

Namun, banyak informasi yang dibutuhkan oleh buruh migran yang tidak 
diberikan pada saat pelatihan. Misalnya saja informasi mengenai hak-hak buruh 
migran, dan kebijakan mengenai jaminan hak-hak tersebut. Dalam beberapa 
kasus, buruh migran bahkan tidak diberikan informasi mengenai kedutaan. Di 
dalam pelatihan mereka diminta untuk datang ke agen jika ada permasalahan.  
 

“saya tidak pernah diberitahu tentang kebijakan hukum Malaysia dan jika 
mengalami masalah saya tidak tahu akan melapor kemana”.  

Sufiani, mantan BMP di Negara Malaysia 
 

Selain itu, pada pemetaan juga ditemukan banyak informasi yang diberikan 
tidak sesuai dengan kenyataannya, termasuk informasi terkait Perjanjian Kerja. 
Misalnya saja di perjanjian kerja dikatakan akan mendapatkan hari libur, namun 
kenyataannya tidak. Hal yang berbeda lainnya banyak ditemui seperti informasi 
mengenai nama majikan, dll.  
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Sementara, untuk buruh migran yang mendapatkan calling visa dari keluarga 
atau kenalan mereka yang sudah bekerja terlebih dahulu di negara tujuan, 
mereka tidak melalui pendidikan dan pelatihan.  

 

B. Kondisi Kerja di Negara – Negara ASEAN 
Situasi yang dialami calon BMP, sangat mempengaruhi proses kerja di negara 
tujuan/ASEAN. Kondisi kerja maupun tindakan/perlakuan yang dihadapi BMP 
ketika bekerja, kerap mengakibatkan BMP mengalami berbagai kekerasan dan 
pelanggaran haknya sebagai BMP.  
 
1. Gambaran Tentang Majikan 
Rata-rata majikan yang mempekerjakan para BMP PRT,  telah memiliki bayi dan 
anak, jumlah anak majikan rata-rata 2 sampai 3 anak. Selain itu ada juga yang 
mendapatkan majikan keluarganya lebih dari 3 serta mengurus manula. Namun 
ada juga yang memilki majikan yang  janda dan tidak bekerja.   
 
Dari pengalaman BMP, disampaikan bahwa sebahagian besar majikan sering 
memarahi dan memperlakukan BMP tidak manusiawi.  
 

“Majikan baik hanya ketika mengurus passport. Kalau sudah tiga bulan baru 
galak. Kita sudah mengepel disuruh pel lagi, suka dimarahin, teriak-teriak, dan 

membentak.” Warjem, Karawang 
 

2. Fasilitas BMP 
Setiap tempat kerja BMP, memberikan fasilitas yang berbeda. Misalnya, kondisi 
kamar tidur yang diterima oleh buruh migran sangat beragam. Untuk BMP PRT, 
rata-rata majikan tidak menyediakan tempat tidur yang layak untuk buruh 
migran. Ruangan tempat tidur kecil, dilengkapi kunci pintu dan kamar mandi. 
Meski demikian  ada juga  majikan menyediakan kamar yang layak serta tempat 
tidur dan lemari dengan kunci  untuk pekerjanya. Namun ada pengalaman di 
mana buruh migran tidur di gudang yang dijadikan kamar tidur.  
 
Sementara seorang buruh migran yang bekerja di hotel, harus bekerja stand by 
24 jam, dan ketika ada kesempatan tidur, dia tidur di ruang piket. Untuk buruh 
migran yang bekerja di pabrik, pada umumnya buruh migran disiapkan fasilitas 
tempat tidur, dan lemari untuk menyimpan pakaian.  
 
3. Pangan  
Pangan merupakan hak setiap orang, termasuk buruh migran. Namun, faktanya 
tidak semua BMP mendapatkan hak atas pangannya. Pemenuhan kebutuhan 
pangan buruh migran pun mengalami kondisi yang berbeda-beda. Misalnya 
saja, sebagian buruh migran mengalami kesulitan karena disamping makanan 
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yang disiapkan majikan adalah makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh BMP 
muslim dan kendala waktu istirahat yang tidak cukup, sehingga tidak bisa 
menikmati makanan dengan baik. Namun, sebagian buruh migran tidak 
mengalami kesulitan, serta tidak ada perbedaan makanan yang dimakan oleh 
majikan dengan makanan BMP PRT.  
 
Sementara bagi buruh migran yang bekerja di pabrik, kebutuhan pangan harus 
disiapkan sendiri.  

 
4. Kesehatan  
Persoalan kesehatan merupakan hal yang penting untuk dipetakan, dimana 
sebahagian besar BMP mengalami persoalan kesehatan ketika bekerja di luar 
negeri. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebahagian majikan memberikan 
fasilitas pelayanan kesehatan kepada BMP untuk berobat ke dokter dan 
istirahat selama masa penyembuhan. Bahkan juga terdapat majikan yang 
menanggung biaya perjalanan pulang BMP sampai di kampung halaman. karena 
sakit-sakitan . 

 
Namun  juga terdapat majikan yang membiarkan dan tidak peduli, atau 
memberi obat, tapi tidak membawa buruh migran ke klinik untuk pengobatan 
intensif. Persoalan kesehatan juga dialami buruh migran yang bekerja di pabrik, 
dimana pada umumnya tidak mendapatkan  jaminan kesehatan.  

 
5. Jam Kerja  
Pada aspek jam kerja, pada umumnya buruh migran melakukan pekerjaan 
rumah tangga hingga 16 jam setiap harinya, yaitu dari jam 06.00 pagi sampai 
jam 22.00 malam, ataupun jam 05.00-21.00. Namun ada juga yang bekerja 
sampai jam 24.00 malam sampai majikan pulang kerja dari toko. Selama 16 jam 
tersebut buruh migran diberikan waktu khusus untuk istirahat siang.  

 
Salah satu buruh migran yang bekerja di pabrik keset di Malaysia juga bekerja 
hingga 18 jam, jam 06.00-24.00. Sementara BM yang bekerja di perusahaan 
kelapa sawit mereka mulai bekerja dari jam 5.00 pagi – jam 5.00  sore, tanpa 
ada istirahat.  

 
 

“ saya  diseret ke tempat kerja karena terlambat bangun”  
Azizah, BMP Perusahaan Sawit. 
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6.  Hari Libur 
Buruh Migran – Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di ASEAN, memiliki hak 
untuk tidak bekerja atau libur selama 1 hari selama seminggu. Hal ini tertuang 
pada perjanjian kerja yang disepakati besar. Meskipun pada faktanya BMP PRT 
tetap bekerja dan tidak mendapatkan hak untuk libur.   
 
Sementara, situasi  buruh migran yang bekerja di pabrik berbeda, dimana 
biasanya buruh migran mendapatkan hari libur satu kali seminggu.  
 

“Saat hari libur saya tidak boleh keluar rumah sendiri. Jika ingin jalan-jalan, 
harus bersama keluarga majikan,”  

Masri-Mantan BMP Malaysia-Senampar. 
 
 

7. Gaji  
Pada pemetaan yang dilakukan terungkap bahwa situasi BMP di ASEAN dalam 
mendapatkan gaji berbeda-beda.  Dimana buruh migran di ASEAN sebahagian 
tidak mendapatkan gaji sesuai yang dijanjikan di Perjanjian Kerja. Bahkan gaji 
yang diperoleh dibawah dari gaji yang terdapat dalam perjanjian kerja. Situasi 
lainnya, terdapat beberapa buruh migran yang memperoleh gaji rutin setiap 
bulannya, namun juga terdapat BM yang dibayar 5 bulan sekali dengan alasan  
pemotongan gaji.  
 
Situasi lainnya menunjukkan bahwa terdapat BMP yang dibayar 2 tahun sekali, 
ataupun tidak mendapatkan gaji sama sekali hingga satu tahun. Persoalan lain, 
juga terdapat BMP yang setiap bulan hanya menandatangani slip gaji, 
sementara gajinya disimpan oleh majikan, atau bahkan mendapatkan gaji hanya 
jika BMP meminta ke majikan.  
 

 
“Sering saya bertanya ke toke (majikan) saya, kapan saya akan digaji. Namun, 

toke menjawab nanti cukup satu tahun kerja”.   
Diah Handayani, mantan BMP asal Malaysia. 

 
 
 
 
 
 
 

 



[17] 

 
Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak  Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Negara ASEAN 

 

C. Persoalan dan Pelanggaran Hak yang Dialami Buruh Migran di 
Negara ASEAN 

 
 

Pemetaan yang dilakukan Solidaritas Perempuan bersama  mantan BMP PRT 
negara ASEAN, menunjukkan terjadinya beberapa pelanggaran hak yang 
dialami BMP, baik ditahapan pra keberangkatan maupun di negara tujuan  
antara lain:  
 
1. Proses Rekruitmen dan Pemberangkatan 
Seperti juga BMI pada umumnya, buruh migran direkrut oleh sponsor/calo 
dengan iming-iming gaji yang tinggi. Mereka pada umumnya hanya mengikuti 
petunjuk dari calo, hingga ditampung PT dan kemudian diberangkatkan. Peran 
pemerintah di dalam proses ini sangatlah minim. Buruh migran yang melalui PT 
biasanya hanya bertemu pemerintah pada saat pendaftaran (Disnakertrans), 
dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Hal itu mengakibatkan buruh 
migran tidak terinformasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan, seperti hak-hak 
mereka, mekanisme hukum dan budaya di negara tujuan, juga mekanisme 
pengaduan kasus ketika menghadapi permasalahan di negara tujuan.  
 
Pada umumnya, keberangkatan buruh migran di ASEAN menggunakan pesawat 
terbang sebagai alat transportasi berangkat ke negara tujuan. Namun ada 
beberapa yang menggunakan jalur darat atau jalur mandiri. Jalur mandiri ini 
biasa dilakukan berdasarkan permintaan dari keluarga atau kerabat yang 
sebelumnya sudah bekerja atau berada di negara ASEAN. Setelah ada 
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permintaan dari negara ASEAN, calon buruh migran akan berangkat dengan 
paspor biasa bukan paspor untuk bekerja. Proses keberangkatan dengan 
menggunakan jalur mandiri, mengakibatkan mereka menjadi buruh migran 
tidak berdokumen. 

 
Para buruh migran masuk melalui jalan-jalan “tikus” di Sumatera dan biasanya 
tidak terdata di BNP2TKI. Dalam kasus ini, BMP rata-rata menggunakan kapal 
laut sebagai alat transportasi berangkat ke negara tujuan (Malaysia). Proses 
rekruetment hingga pemberangkatan yang tidak resmi, membuka peluang 
terjadinya trafficking terhadap buruh migran. Akan tetapi, BMP yang direkrut 
dan diberangkatkan oleh sponsor juga berpeluang besar terjadi trafficking 
karena PPTKIS illegal.  

 
“Saya berangkat ke Malaysia tidak memegang dokumen apapun, saya hanya 
dipandu dan diberikan arahan selama perjalanan. Saya berangkat melalui 

pelabuhan Belawan  Tanjung Pinang Medan,”  
Sumarni-mantan BMP Malaysia-Brang Bara 

 
“Ketika menuju Malaysia kami didampingi permit sampai di pelabuhan lewat 
kapal laut semacam jonson. Sekitar 1 jam sudah sampai di Malaysia. Dalam 

perjalanan ke Malaysia kami tidak ada dokumen. Kami diharuskan bawa pakaian 
sekian, tidak ada bekal dan uang”.  

Ibu Wa Lina, mantan BMP PRT  di Negara Malaysia. 
 

2. Pemalsuan dan Ketidaklengkapan Dokumen 
Pemetaan juga banyak menemukan kejadian pemalsuan dokumen buruh 
migran yang dilakukan oleh calo/PT. Pada umumnya, data yang dipalsukan 
adalah nama, alamat, dan usia buruh migran di dalam dokumen-dokumen 
perjalanan dan dokumen kerja. Bahkan, beberapa buruh migran juga berangkat 
dengan visa turis, bukan visa kerja.  

 
“Usia ketika itu masih 16 tahun, dinaikkan sama PT umur jadi 20 tahun,” – Baiq 

Faizah. 
 

Pemalsuan dan ketidaklengkapan dokumen juga mengakibatkan buruh migran 
berada di dalam posisi yang rentan. Misalnya saja buruh migran yang harus 
berhadapan dengan polisi karena tidak memiliki dokumen yang lengkap.  

 
“Saya teringat anak dan trauma saat dikejar-kejar Polisi Malaysia. Selama 

kami dikejar, kami semua tinggal di hutan dan tidak pernah makan.” 
 Sufiani, Mantan Buruh Migran di Kilang Sepatu, Malaysia. 
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3. Pelanggaran Hak atas Informasi 
Informasi adalah hak setiap orang, termasuk buruh migran, dimana hak ini 
secara tegas termuat  pada Konvensi Migrant PBB 1990 dan Konvensi ILO 
tentang Ketenagakerjaan dan merupakan bagian utama dalam proses migrasi. 
Namun faktanya masih terdapat BMP yang tidak mendapatkan informasi 
dengan jelas mengenai hak-hak mereka sebagai BMP maupun tidak 
mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Tanpa adanya proses pendidikan dan 
pelatihan,  buruh migran tidak mendapatkan informasi-informasi yang 
dibutuhkan antara lain, informasi mengenai hak, hukum dan budaya negara 
tujuan, informasi mengenai kesehatan dan HIV/AIDS dan lain-lain sebagainya. 

 
4. Pemotongan dan Penahanan Gaji 
Pada dasarnya, jumlah gaji tertera dalam kontrak kerja. Namun faktanya, buruh 
migran tidak diberikan ruang oleh agen maupun majikan untuk membaca dan 
memahami isi kontrak, sebelum menandatanganinya. Kontrak kerja pada 
umumnya disimpan oleh agen atau majikan. Karena tidak  diizinkan membaca, 
maka banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang jumlah gaji yang 
harus diterima oleh mereka sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja.  
 
“Jumlah gaji saya 450 dollar, dipotong 300 dollar selama 8 bulan. Jadi yang akan 

saya terima selama 8 bulan hanya 150 dollar saja,”  
Novi-BMP Singapura-Malili. 

 
Persoalan lainnya adalah pemotongan yang dialami oleh buruh migran selama 3 
bulan – 8 bulan tanpa informasi dan persetujuan dari BMP. Pemotongan gaj 
tersebut dilakukan oleh majikan/agen dengan dalih untuk biaya 
pemberangkatan. Kasus lainnya adalah buruh migran yang mengalami 
penahanan gaji selama 8 tahun bekerja.  Penahanan gaji juga dilakukan oleh 
majikan dengan dalih sudah diberikan kepada agen yang memberangkatkan, 
dan majikan selalu mengundur waktu pemberian gaji jika dipertanyakan oleh 
BMP. Penahanan gaji tersebut menyebabkan BMP melarikan diri dan mencari 
kerja di tempat lain, namun ada juga yang hanya pasrah karena keterbatasan 
informasi, ilmu dan wawasan. 
 

“Kondisi kerja saya baik karena di Kilang Shoes, namun saya memilih melarikan 
diri karena saya tidak diberi gaji sudah 6 bulan kerja”.  

Sufiani, mantan BMP di Negara Malaysia sebagai buruh pabrik di Kilang Shoes. 
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5. Pelanggaran Kontrak: BMP tidak terinformasi dan mengalami 
pelanggaran kontrak oleh majikan.  

 
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada umumnya kontrak tidak 
dipegang oleh BMP melainkan dipegang oleh majikan, mayoritas dari mereka 
tidak begitu paham tentang isi dari perjanjian tersebut karena tidak diijinkan 
atau waktu yang terbatas untuk membaca dan memahami secara keseluruhan 
kontrak kerja/perjanjian. Pada umumnya mereka hanya diinformasikan secara 
lisan sebagian dari isi perjanjian tersebut. Misalnya : Jika BMP PRT belum 
bekerja selama 2 tahun penuh, maka majikan tidak akan menanggung biaya 
pulang kembali ke kampung halamannya dan jika majikan merasa cocok dengan 
BMP PRT maka kontrak akan diperpanjang. 

 
Akibat ketidaktahuan buruh migran terhadap isi perjanjian, akhirnya hanya 
bekerja tanpa mengatahui berapa gaji yang akan mereka terima, lamanya 
waktu/jam kerja dan hari libur.  Sebahagian besar BMP PRT bekerja selama 16 
jam perhari, yakni dari jam 06.00-17.00 dan dapat istirahat dan makan, tetapi 
bagi BMP yang bekerja di pabrik atau perusahaan kelapa sawit, dengan jam 
kerja mulai jam 05.00-17.00, mereka tidak diperbolehkan untuk istirahat. Jam 
kerja tersebut tentunya melebih batas dan tidak sesuai dengan jam kerja yang 
diatur dalam konvensi ILO yaitu 8 jam perhari. 
 
Ketidaktahuan terhadap isi kontrak juga berdampak pada ketidaktahuan buruh 
migran mengenai hak dan kewajiban, jam kerja, hari libur, dan lain sebagainya. 
Sebagaimana dialami oleh beberapa buruh migran, dimana mereka harus 
mengerjakan jenis pekerjaan di luar kontrak kerja. Antara lain memelihara 
anjing dan merawat manula. Bahkan juga terdapat buruh migran yang 
dipekerjakan pada dua tempat (misalnya rumah dan kedai yang dikelola oleh 
majikan), tanpa digaji 

 
6. Terlanggarnya Hak Mobilitas dan Komunikasi 
Meskipun buruh migran memiliki hak atas hari libur, namun faktanya mereka 
tidak mendapatkan hari libur itu sendiri. Kalaupun ada yang mempunyai hari 
libur, buruh migran tidak berani keluar karena tidak memegang paspor 
sehingga takut ditangkap polisi setempat.  Sementara sebagian majikan 
melarang BMP PRT untuk bersosialiasasi sendiri tanpa didampingi oleh 
majikan, karena majikan khawatir BMP PRT akan melarikan diri atau kabur. 
Pengalaman para peserta juga tidak diizinkan untuk berkomunikasi. HP mereka 
diambil oleh majikan, ketika sampai di rumah majikan.  
 
Terlanggarnya hak mobilitas dan komunikasi juga mengakibatkan buruh 
migran yang bekerja di sektor rumah tangga tidak bisa bersosialisasi, dan 
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bergabung ataupun membentuk serikat pekerja. Pada umumnya buruh migran 
tidak diizinkan memiliki telepon genggam, sehingga komunikasi dengan 
keluarga juga tidak dapat dilakukan. Beberapa buruh migran mendapatkan 
kesempatan menelepon keluarga mereka beberapa kali dalam setahun yang 
diberikan oleh majikan.   

 
7. Trafficking 
Banyaknya buruh migran yang bekerja tanpa melalui PT, serta pemalsuan 
dokumen, termasuk penggunaan visa turis, menunjukan indikasi terjadinya 
trafficking. Beberapa dari mereka juga menempuh jalur darat dan laut tanpa 
dokumen yang lengkap dan memadai. Modus trafficking lainnya yang dialami 
buruh migran di negara tujuan adalah dipindah-pindah majikan.  
 

“Saya dijual sama saudara 10ribu ringgit. Tidak dikasih passport, belum beres-
beres berkas sama majikan, terus dipindah lagi, empat kali pindah, dan gaji 

dipotong lagi tiga bulan,” Warjem, Karawang. 
 
Berada di dalam situasi trafficking tanpa adanya dokumen yang lengkap dan asli 
mengakibatkan buruh migran rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran 
hak lainnya. Salah satunya adalah perlakukan kasar dan ancaman dari majikan. 
Buruh migran yang mengalami trafficking pada umumnya tidak mengetahui 
bahwa mereka melalui proses migrasi yang tidak aman atau tidak benar. 
Mereka tidak mendapatkan informasi mengenai prosedur migrasi yang benar, 
dan hanya mengikuti calo/PT yang memberangkatkan.  
 

“Kalau kerjaan dimarahin terus. Kamu kan belum punya passport, kalau kabur, 
kabur kemana?” –Warjem, Karawang 

 
8. Kerentanan terhadap Kekerasan 
Selain persoalan-persoalan di atas, buruh migran yang pernah bekerja di Negara 
ASEAN juga mengalami berbagai kerentanan dan kekerasan, seperti mengalami 
kekerasan fisik, dan psikis, percobaan perkosaan, dan pelarangan beribadah. 
Selain itu, ada yang mengalami ancaman akan dimasukan ke pelacuran ketika 
meminta ganti majikan.  

 
D. Proses Reintegrasi di Kampung Halaman 

 
1. Pencapaian Tujuan Bermigrasi 
Sebahagian besar BMP ketika bermigrasi memiliki tujuan untuk memperbaiki 
situasi ekonomi dengan memperoleh gaji yang memadai. Namun faktanya, 
banyak di antara buruh migran yang tidak mendapatkan gaji, atau pemotongan 
gaji, sehingga tujuan mereka bermigrasi tidak tercapai.  
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“Selama kerja di Malaysia tidak ada hasilnya, uang gaji habis dipakai biaya hidup, 

malahan pulang harus bayar utang lagi.” Rohmayani, Mataram. 
 
Namun demikian, juga terdapat beberapa buruh migran mencapai tujuan yang 
diinginkan ketika berangkat, seperti dapat memenuhi kebutuhan ekonomi 
keluarga, biaya pendidikan, mencari modal usaha, membeli dan membangun 
rumah dikampung, investasi dengan membeli tanah/sawah, hewan ternak dan 
membiayai orang tua naik haji ke Mekkah. Selain itu juga, sebagian kecil dari 
mereka memiliki tabungan atau uang untuk keluarga. Cerita-cerita inilah yang 
kemudian  menjadi pendorong terbesar bagi yang lain untuk menjadi BMP.  

 
“Saya bahagia karena anak-anak saya telah berhasil, salah satunya sudah 

menjadi Brimob,” Sahtum-mantan BMP Malaysia-Tarusa. 
 

 
“Alhamdulillah, hati saya sudah plong karena adik saya sudah sarjana. Biaya 

kuliahnya menjadi tanggung jawab saya,” 
Nurida-mantan BMP Brunei-Jurumapin. 

 
Walaupun sebagian besar buruh migran menyatakan tujuan mereka telah 
tercapai, namun faktanya belum menjawab persoalan yang mendasar, yang 
kemudian mendorong mereka kembali menjadi buruh migran, yaitu akses dan 
kontrol terhadap sumber ekonomi. Dimana semua penghasilan yang diperoleh, 
dipergunakan keseluruhannya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, dimana  
sebagian besar pengelolaannya tidak diputuskan oleh BMP PRT namun oleh 
pihak lain seperti suami atau orang tua mereka. Bahkan ada diantara mereka 
belum  memiliki simpanan/tabungan di Bank.  

 
Penghasilan perempuan sebagai buruh migran tidak dikontrol oleh perempuan, 
melainkan oleh anggota keluarga seperti ayah, saudara laki-laki maupun 
suaminya. Terlihat bahwa hasil kerja diprioritaskan untuk pemenuhan 
kebutuhan anak, suami maupun anggota keluarganya. Namun kebutuhannya 
sebagai perempuan tidak menjadiprioritas. 
 
“Pengelolaan uang hasil saya bekerja di luar negeri dilakukan oleh saudara laki-

laki saya. Namun saya beruntung karena pengelolaannya sangat baik. Saat ini 
saya sudah memiliki rumah sendiri, tanah untuk usaha pertanian dan barang 

kebutuhan lainnya,”  
Rajema-mantan BMP Malaysia-Poto. 
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“Sejak saya mendapatkan pekerjaan dan upah di Malaysia saya kirim ke 
kampung dan minta tolong untuk ditabung, karena untuk biaya anak saya 

sekolah juga untuk memperbaiki rumah saya yang sudah mulai rusak.” Rianis, 
mantan BMP Malaysia. 

 
 

2. Kegiatan Setelah Pulang Dari Bekerja di Negara ASEAN 
 
Buruh migran setelah pulang dari bekerja di Negara ASEAN umumnya 
melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Sebagian dari 
mereka menjadi ibu rumah tangga tanpa pekerjaan lainnya. Faktor dukungan 
dan penerimaan keluarga merupakan faktor terpenting bagi mereka dalam 
proses reintegrasi (penyatuan kembali) mereka dengan keluarga dan 
masyarakat. 
 
Saat ini aktivitas mantan BMP Negara ASEAN untuk mendapatkan penghasilan 
sangat beragam antara lain dengan bertani/berkebun, berdagang, menjadi guru, 
berwiraswasta, pengrajin tenun tradisional, penjahit, tukang ojek dan menjadi 
staf di Kantor Desa. 
 
“Berkat saya bekerja di luar negeri, saya dapat meneruskan pendidikan, sehingga 

sekarang saya sudah dapat  menjadi guru (PNS),”  
Mastawan, S.Pd-mantan BMP Malaysia-Tarusa 

 
Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa tidak akan lagi ke Malaysia 
untuk bekerja karena berbagai pengalaman pahit. Namun, ada juga yang masih 
ingin berangkat kerja ke Malaysia karena gaji yang didapat lebih besar daripada 
menjadi PRT di Indonesia 

 
“Saya masih mau berangkat bekerja di Malaysia, jika masih ada kesempatan 

untuk mendapatkan pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan saya”. Rianis, 
mantan BMP asal Malaysia. 

 

E. Peran Pemerintah 
Berbagai situasi kekerasan dan pelanggaran hak yang terjadi, tidak terlepas dari 
peran pemerintah Indonesia. Peran pemerintah Indonesia  tidak banyak terhadap 
perlindungan BMP PRT di Negara ASEAN. Proses migrasi yang dimulai sejak 
keberangkatan, penempatan sampai dengan pemulangan, mayoritas berjalan 
hanya dengan inisiatif perlindungan sendiri oleh buruh migran. Beberapa diantara 
mereka bekerja di Negara ASEAN karena ada calling visa dari majikan langsung 
melalui keluarga, teman atau tetangga yang sudah bekerja lebih dulu di Negara 
ASEAN.  Semua proses dilakukan sendiri dan tidak ada pelatihan dan pengetahuan 
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yang banyak tentang kondisi iklim, bahasa dan budaya di Negara ASEAN. Hal ini 
dikarenakan pemerintah kurang optimal dalam menginformasikan terkait negara 
tujuan, termasuk informasi mengenai keamanan bermigrasi, dan hak-hak Buruh 
Migran.  
 
Hanya beberapa diantara mereka yang mendapat pelatihan yang dilakukan oleh 
pihak PPTKIS.  Pelatihan dan pengetahuan tentang kondisi iklim, bahasa dan 
budaya diperoleh di penampungan. Selain itu juga, hal lain yang diperoleh pada 
saat pelatihan adalah belajar mengurus rumah tangga, mengurus orang tua jompo 
dan mengurus anak-anak. Akan tetapi, informasi mengenai hak-hak buruh migran 
perempuan sangat terbatas.  
 
Ada buruh migran yang mengalami permasalahan mencoba meminta perlindungan 
kepada perwakilan pemerintah RI dan imigrasi di negara tujuan. Namun BMP 
merasa tidak mendapatkan pelayanan dan pelakuan yang baik. Bahkan, pihak 
imigrasi menyalahkan dan menuduh BMP tidak bekerja dengan benar.  
 

“Saya di kedutaan selama lima belas hari. Setelah satu minggu baru dipanggil, 
kelamaan di sana kita sakit…” 

 
“… Imigrasi membela pangeran (majikan) kenapa saya tidak kerja dengan baik, saya 

dibentak waktu lapor, dia menyalahkan saya.” –Baiq Faizah, Mataram 
 
Tidak hanya itu, peran pemerintah Indonesia juga tidak maksimal dalam upaya 
reintegrasi buruh migran perempuan pasca kepulangan. Ini terbukti dengan 
tidaknya upaya ataupun program yang jelas dari pemerintah untuk menfasilitasi 
proses reintegrasi buruh migran dengan keluarga dan komunitasnya.  
 
 

F. Pengetahuan Buruh Migran Mengenai Kebijakan ASEAN 
Kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami oleh buruh migran di ASEAN tidak 
lepas karena minimnya informasi kebijakan negara maupun kebijakan ASEAN yang 
menjamin perlindungan hak-hak BMP dan keluarganya. Walaupun sejak 2012 
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Migran PBB 1990, dimana menjadi landasan 
dalam perlindungan hak-hak BMP dan keluarganya. Namun sayangnya kebijakan 
tersebut belum diimplementasikan dengan maksimal.  
 
Perlindungan buruh migran di ASEAN juga masih jauh dari harapan. Walaupun 
telah dimandatkan dalam Deklarasi ASEAN untuk perlindungan dan promosi hak-
hak buruh migran yang ditandatangani pada tahun 2007, namun sampai saat ini 
belum ada kebijakan atau instrument ditingkat ASEAN yang memastikan 
perlindungan hak BMP dan keluarganya. Data Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI 
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tahun 2012, menunjukkan terjadinya 2.635 kasus kekerasan dan pelanggaran hak 
buruh migrant, dimana Singapura 1.959 kasus, Malaysia 57 kasus dan Brunai 
Darussalam 165 kasus. 
 
Pengalaman tersebut merupakan fakta, bahwa keterbukaan informasi mengenai 
proses dan  penempatan, khususnya untuk negara penempatan ASEAN masih 
sangat terbatas. 
 

“Yang saya tahu bahwa ASEAN adalah kumpulan Negara-negara di asia tenggara 
namun saya sama sekali tidak tahu kaitan antara ASEAN dengan perlindungan TKI,” 

Kabatiah-Mantan BMP Malaysia-Bekat. 
 
Dari hasil FGD dengan mantan BMP ASEAN di Sumbawa misalnya, semua peserta 
yang ikut FGD tidak pernah mengetahui bahwa ada keterkaitan ASEAN dengan 
perlindungan buruh migran. Mereka menggambarkan ASEAN sebagai sekumpulan 
negara-negara serumpun di Asia. Diantara mereka juga ada yang menyebutkan 
anggota negara ASEAN, namun sebatas negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, 
Singapura dan Brunei, dimana negara-negara tersebut merupakan negara tujuan 
bagi mayoritas BMP   
 
Informasi mengenai ASEAN, umumnya diperoleh BMP ketika masih sekolah SMP 
dan SMA di Indonesia, sebelum berangkat menjadi BMP PRT. Namun demikian, 
mereka tidak mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme dan kebijkan ASEAN 
termasuk menyangkut persoalan buruh migran. Mereka mengaku baru 
mengetahuinya setelah diadakan workshop yang diselenggarakan oleh SP. 

 
“Saya pernah mendengar ASEAN, ketika kegiatan workshop yang dilakukan oleh SP 

Kendari.” Sufiani, mantan BMP asal Malaysia. 
 
 

G. Harapan dan Saran Buruh Migran Negara ASEAN 
 
Berdasarkan pengalaman kerja yang dimiliki PRT selama bekerja di negara ASEAN, 
banyak hal-hal yang mereka harapkan agar situasi PRT migran di negara ASEAN 
lebih baik. Harapan mereka antara lain : 
 Komunikasi yang lancar dengan keluarga sesuai dengan kebutuhan buruh 

migran. 
 Kejelasan proses pemberangkatan dan penempatan ke Negara ASEAN.  
 Standarisasi gaji/non diskriminasi dengan PRT dari negara lain. 
 Semua buruh migran yang bermasalah mendapatkan perlindungan dari negara. 
 Adanya badan atau lembaga pengaduan/PT sebagai penengah bagi para PRT 

yang mengalami masalah dengan majikan 



[26] 

 
Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak  Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Negara ASEAN 

 

 Perlu sosialisasi tentang hak dan kewajiban  BMP di Negara ASEAN, 
berangkat dengan melalui jalur resmi, dan tidak melalui calo, supaya 
keamanan lebih terjaga. Perlu pelatihan-pelatihan untuk BMP sebelum 
berangkat ke Negara tujuan.                        

 Terciptanya ruang-ruang  berkumpul dan berkomunikasi   untuk para 
pekerja migrasi tanpa ada intimidasi dari majikan ataupun calo 
dinegara-negara ASEAN 

 
 

H. Saran Buruh Migran Negara ASEAN untuk Pemerintah Indonesia 
 Pemerintah menyediakan program pemberdayaan ekonomi untuk Buruh 

migran pasca kepulangan. Program tersebut tidak hanya memberi modal, 
tetapi juga mencakup pelatihan dan fasilitas pemasaran.  

 Pemerintah harus membuka layanan informasi mengenai kebutuhan tenaga 
kerja di Negara ASEAN 

 Pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta 
memberikan informasi mengenai hak-hak buruh migrant PRT, budaya, dan 
hukum di negara tujuan. 

 Pihak Kedutaan Indonesia di negara ASEAN harus benar-benar melindungi PRT 
migran Indonesia jika mereka menemukan masalah. Perlindungan tersebut 
mencakup perlindungan dan dampingan hukum, serta negosiasi untuk buruh 
migran yang berhadapan dengan hukum.  

 Pemerintah harus mengatur lingkup kerja PRT migrant, sehingga pekerjaannya 
jelas dan tidak ada pekerjaan tambahan seperti merawat binatang, 
diperbantukan di agent, kedai dan restoran. 

 Pemerintah harus membuka peluang kerja buat buruh migrant di tanah air 
 Memberi rasa aman bagi PRT Indonesia di Negara ASEAN 

 
 

I. Saran Buruh Migran ASEAN untuk pemerintah Negara – Negara 
ASEAN  

 Kebebasan dalam berkomunikasi dan waktu berkumpul dengan sesama PRT 
tanpa didampingi oleh majikan 

 Kemudahan dalam proses Medical check-up/pemeriksaan kesehatan 
 Segera menyusun kebijakan untuk perlindungan buruh migrant di ASEAN 
 Adanya jaminan dan fasilitas untuk komunikasi yang intens dengan keluarga 

ataupun kerabat, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa 
segera disampaikan. 

 Fasilitas tempat tinggal yang layak dan biaya rumah sakit di tanggung oleh 
perusahaan atau majikan tempatnya bekerja. 

 Gaji sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja.  
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IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

A. Kesimpulan 
 
Dari pemetaan yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan mengenai 
situasi buruh migran di Negara-negara ASEAN, yaitu antara lain: 
 
1. Keterbatasan Informasi Mengenai Perlindungan Buruh Migran  di 

ASEAN 
Dari proses pemetaan yang kami lakukan, kami melihat bahwa buruh migran 
memiliki informasi mengenai ASEAN, serta mekanisme perlindungan yang ada 
untuk buruh migran baik di ASEAN maupun secara umum. Pada umumnya, 
mereka yang menghadapi persoalan tidak melaporkan persoalan mereka 
karena tidak mengetahui dan memahami adanya mekanisme yang bisa mereka 
tempuh untuk mendapatkan keadilan. Beberapa buruh migran mengaku di 
dalam pelatihan dikatakan jika menghadapi persoalan maka datang ke agen. 
Namun mereka justru diancam oleh agen mereka ketika mereka mengadukan 
permasalahannya. Mereka tidak mengetahui adanya kedutaan, ataupun 
perwakilan RI dan lembaga lainnya yang bisa membantu mereka. Hal ini terkait 
erat dengan proses rekruitmen di Indonesia, yang prosesnya dilakukan oleh PT 
atau bahkan tanpa PT (hanya melalui calo), sehingga hak buruh migran atas 
informasi yang mereka butuhkan menjadi terlanggar.  

 
2. Kerentanan Buruh Migran menjadi Korban Perdagangan Orang 

(trafficking) 
Dari kegiatan pemetaan yang dilakukan, trafficking menjadi kasus yang banyak 
mengemuka. Pada umumnya, peserta memang tidak mengetahui bahwa 
mereka telah menjadi korban trafficking. Namun indikasi trafficking terlihat 
jelas dari proses perekrutan dan penempatan yang tidak melalui PT, 
pemalsuan dokumen, penggunaan visa turis, bukan visa kerja, dan modus 
dipindah-pindah majikan. Buruh migran yang mengalami trafficking pada 
akhirnya rentan mengalami kekerasan yang lainnya. Mereka kerap 
diperlakukan kasar dan diancam. Posisi mereka menjadi lemah ketika mereka 
tidak memiliki dokumen dan tidak berani untuk keluar rumah.  
 
3. Tidak adanya Kesempatan untuk Membentuk Organisasi atau Serikat 
Kebebasan berkumpul dan berserikat merupakan hak asasi manusia yang 
dijamin di dalam berbagai instrument internasional. Di dalam Konvensi Migran 
1990, hak ini juga secara tegas dijamin melalui pasal 26.  
 
Namun, kondisi buruh migran, terutama PRT di wilayah ASEAN tidak memiliki 
ruang gerak yang memungkinkan mereka untuk berorganisasi. Bahkan mereka 
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kerap diisolasi di dalam rumah majikan, dan dilarang bersosialisasi dan 
berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini mengakibatkan mereka semakin 
rentan terhadap kekerasan. Mereka tidak mengalami pertukaran informasi 
dengan buruh migran lainnya. Mereka juga tidak bisa langsung mengadu, atau 
mencari pertolongan ketika mengalami permasalahan, karena terkurung di 
dalam rumah majikan.  
 
4. Kondisi Kerja yang Berbeda-beda 
Dari hasil pemetaan, kita juga melihat perlakuan dan kondisi yang berbeda-
beda yang dialami oleh buruh migran, baik dari segi kamar tidur, pangan, 
pelayanan kesehatan, maupun pembayaran gaji. Perbedaan itu dialami 
tergatung pada majikan masing-masing. Hal ini memperlihatkan tidak adanya 
standar mengenai Kondisi Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, serta absennya 
tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan, perlindungan, dan 
penghormatan hak-hak buruh migran ketika mereka berada di rumah majikan.  
 
5. Kebutuhan untuk Bermigrasi 
Meski telah mengalami berbagai kerentanan, dan kekerasan, namun banyak 
peserta yang menyatakan masih ingin kembali untuk bekerja ke luar negeri. 
Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak mereka atas pekerjaan, 
kesejahteraan, serta penghidupan yang layak di tanah air. Hal ini juga terlihat 
ketika para peserta ditanyakan mengenai alasan mereka bekerja di luar negeri, 
yang mayoritas dijawab karena kebutuhan ekonomi.  
 
6. Respon Pemerintah dalam Upaya Perlindungan  
Selama pemerintah Indonesia gagal dalam menyejahterakan warga negaranya, 
termasuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka 
fenomena migrasi akan terus terjadi. Hal ini juga memperlihatkan bahwa trend 
migrasi yang terjadi adalah migrasi terpaksa (forced migration) yang 
diakibatkan kondisi di dalam negeri itu sendiri. Oleh karena itu, menyelesaikan 
persoalan migrasi tidak bisa hanya tentang proses migrasi itu sendiri. 
Menyelesaikan persoalan ini juga terkait erat dengan pemiskinan yang terjadi 
akibat kebijakan-kebijakan pembangunan yang merampas hak-hak dan 
kehidupan masyarakat, terutama perempuan. 
  

B. Rekomendasi 
Berdasarkan Pemetaan, untuk mendorong perlindungan Buruh Migran 
khususnya di wilayah ASEAN, Solidaritas Perempuan memiliki rekomendasi 
sebagai berikut: 
 
1. Mendorong Kerangka Instrumen Perlindungan dan Promosi Hak-hak 

Buruh Migran di ASEAN yang mengikat secara hukum serta melindungi 
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Buruh Migran keluarganya tanpa terkecuali. Instrumen ini harus mencakup 
hak-hak dasar buruh migran sebagaimana tercantum di dalam berbagai 
Instrumen Internasional, termasuk hak untuk berkumpul, berorganisasi, 
dan berserikat.  

2. Mendorong Negara-negara anggota ASEAN, terutama Negara asal dan 
tujuan Buruh Migran untuk meratifikasi Konvensi Migran 90 dan Konvensi 
ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT sebagai standar minimal 
perlindungan Buruh Migran dan Situasi kerja layak bagi pekerja rumah 
tangga. 

3. Mendorong perwakilan pemerintah Indonesia untuk proaktif mendorong 
negara-negara ASEAN untuk menjadikan Kerangka Instrumen ASEAN bagi 
perlindungan hak buruh migran dan keluarga yang legally binding dan 
memuat perlindungan terhadap buruh migran yang tidak berdokumen.  

4. Mendorong Negara-negara anggota ASEAN untuk menjamin hak-hak dasar 
yang tercantum di dalam instrument-instrumen internasional bagi Buruh 
Migran dengan prinsip non diskriminasi 

5. Mendorong kerja sama dan kolaborasi efektif antar Negara asal dan Negara 
tujuan buruh migran ASEAN untuk meningkatkan perlindungan Buruh 
Migran, termasuk di dalam menjamin sistem migrasi aman dan 
berperspektif hak Buruh Migran.  
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Lampiran 1 
Tabel Profil Peserta Pemetaan Situasi Buruh Migran di Negara-negara ASEAN 
 
A. Kuisioner  

 
1. Profil Umum Responden 

 Buruh 
Migran 

Perempuan 

Buruh 
Migran 

Laki-
laki 

Keluarga  
Buruh 
Migran 

Calon 
Buruh 
Migran 

Perempuan 

Calon 
Buruh  
Migran 

Laki-laki 

Total 

Karawang 6 - 3 - - 9 
Kendari 6 10 - - - 16 
Palu 15 - - - - 15 
Makassar 17 - - - - 17 
Sumbawa 11 2 - 3 - 16 
Mataram 14 4 - - - 18 
      91 

 
2. Negara Tujuan  Responden 

 Malaysia Brunei 
Darussalam 

Singapura Lainnya Total 

Karawang 3 3 1 - 7 
Kendari 15 - - 1 16 
Palu 13 1 1 - 15 
Makassar 3 - - - 3 
Sumbawa 13 2 1 - 16 
Mataram 12 3 - - 15 
     72 

 
3.  Jenis Pekerjaan Responden 

 PRT Perkebunan Pabrik/perusahaan Lainnya Total 
Karawang 9 - - - 9 
Kendari 4 3 4 5 16 
Palu 13 1 - 1 15 
Makassar 6 11 - - 17 
Sumbawa 11 3 2 - 16 
Mataram 15 2 1 - 18 
     91 
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B. FGD  
 
1. Profil Umum Narasumber 

 Buruh 
Migran 

Perempuan 

Buruh 
Migran 

Laki-
laki 

Keluarga  
Buruh 
Migran 

Calon 
Buruh 
Migran 

Perempuan 

Calon 
Buruh  
Migran 

Laki-laki 

Total 

Karawang 6 - 3 - - 9 
Kendari 6 9 1 - - 16 
Palu 15 - - - - 15 
Makassar 17 - - - - 17 
Sumbawa 5 2 - 2 - 9 
Mataram 14 - 4 - - 18 
      84 

 
 

2. Negara Tujuan Narasumber 
 Malaysia Brunei 

Darussalam 
Singapura Lainnya Total 

Karawang 3 3 1 - 7 
Kendari 15 - - - 15 
Palu 13 1 1 - 15 
Makassar 17 - - - 17 
Sumbawa 8 1 - - 9 
Mataram 12 3 - - 15 
     78 

 
3. Jenis Pekerjaan Narasumber 

 PRT Perkebunan Pabrik Lainnya Total 
Karawang 9 - - - 9 
Kendari 4 3 4 5 16 
Palu 13 1 - 1 15 
Makassar 6 11 - - 17 
Sumbawa 6 2 - 1 9 
Mataram 15 2 1 - 18 
     84 
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C. Wawancara: 
 

 Jumlah 
Narasumber 

Keterangan 

Karawang 3 Narasumber terdiri dari tiga orag. Ketiganya 
bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dua di 
antaranya pernah bekerja di Brunei Darussalam, 
dan satu orang pernah bekerja di Malaysia.  

Kendari 4 Narasumber terdiri dari empat orang. 
Keempatnya bekerja di Negara tujuan Malaysia, 
2 orang bekerja sebagai PRT, satu buruh pabrik, 
satu lagi di perkebunan 

Palu 4 Narasumber terdiri dari empat orang. Tiga orang 
bekerja di Malaysia (dua BMP PRT, 1 orang 
perkebunan), satu orang bekerja di Brunei 
sebagai BMP PRT.  

Makassar 3 Narasumber terdiri dari tiga orang. Ketiganya 
bekerja di negara tujuan Malaysia, satu orang 
bekerja sebagai PRT dan dua orang bekerja di 
perkebunan 

Sumbawa 10 Negara tujuan narasumber, antara lain, Malaysia 
7 orang, Brunei Darussalam 2 orang dan 
Singapura 1 orang.  
Narasumber adalah pekerja rumah tangga (PRT) 
sebanyak 9 orang dan 1 orang bekerja di sector 
formal yaitu perusahaan perakit alat elektronik 
seperti faximile, mesin foto copy dan telepon. 
 

Mataram 4 Narasumber terdiri dari empat orang, 3 orang 
pernah bekerja di Malaysia, satu orang di Brunei 
Darussalam.  
2 orang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga 
di Malaysia, satu orang bekerja di hotel di Brunei 
Darussalam, dan satu orang bekerja di pabrik di 
Malaysia 

 28  
 
Catatan:  
Perbedaan jumlah di bagian Negara tujuan, dikarenakan sebagian responden/narasumber 
merupakan keluarga buruh migran. Selain itu, ada beberapa narasumber/responden yang 
memiliki pengalaman bekerja di lebih dari satu Negara di ASEAN.  
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